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LAPORAN KUNJUNGAN KERJA 

WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM 

KE KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT 

PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil 

maupun spiritual.  

 

Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara 

perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara 

untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek 

penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya. 

 

Salah satu upaya Pemerintah dan DPR dalam memenuhi amanat UUD 45 tersebut 

adalah dengan menerbitkan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tujuannya 

tidak lain untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia 

secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi 

hak atas penghidupan yang layak.  

 

Terkait hal itu, maka menjadi penting untuk melakukan sosialisasi terkait UU tentang 

Cipta Kerja ke sejumlah stakeholder dan masyarakat di tanah air.  

 

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KUNJUNGAN 

Hari/Tanggal  : Senin / 1 Maret 2021 

Waktu   : 10.00 – 12.00 WIT 

Tempat   :  Hotel SwissBell, Kota Sorong, Papua Barat 

 

C. TUJUAN KEGIATAN 

Sosialisasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja:  

Untuk memberikan penjelasan terkait isu-isu krusial di dalam UU tentang Cipta Kerja 

dan 51 peraturan pelaksanaanya yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.  
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D. HASIL KUNJUNGAN  

Pada kesempatan ini Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meminta agar semua 

stakeholder yang hadir bisa mengkaji secara mendalam terkait UU tentang Cipta Kerja 

dan melakukan juga sosialisasi secara intesif ke tengah masyarakat. Hal ini penting, 

sebab banyak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai substansi dari 

UU tentang Cipta Kerja tersebut.  

 

Dalam paparannya, disampaikan bahwa UU tentang Cipta Kerja merupakan salah 

satu UU dengan muatan materi yang banyak dan cakupan yang luas, dengan 15 Bab, 

186 Pasal yang mengubah 78 UU terkait. Dengan luasnya cakupan UU tentang Cipta 

Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada 

di berbagai UU sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung 

sektoral, tumpang tindih, dan saling mengikat. 

 

Selanjutnya, Bapak Azis Syamsuddin menjelaskan, bahwa UU tentang Cipta Kerja 

adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan 

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan 

ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan 

percepatan proyek strategis nasional.  

 

Adapun tujuan Undang-Undang ini dibentuk, antara lain:  

• Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, 

pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan 

perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja 

Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan 

kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;  

• Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;  

• Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan 

keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta 

industri nasional; dan  

• Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan 

peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis 

nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada 

ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan 

ideologi Pancasila.  

 

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka ruang lingkup 

Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi: 

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;  

2. Ketenagakerjaan;  

3. Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;  

4. Kemudahan berusaha;  

5. Dukungan riset dan inovasi;  
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6. Pengadaan tanah;  

7. Kawasan ekonomi;  

8. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;  

9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 

10. Pengenaan sanksi.  

 

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga menyampaikan, bahwa saat ini 

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 

UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 

(tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020. 

 

Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan 

Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 

2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang 

Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. 

 

Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 

Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 

kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing. K/L tersebut yaitu: 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Desa 

Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam 11 klaster 

pengaturan, yaitu: 

1. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP 

2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP 

3. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres 

4. Ketenagakerjaan: 4 PP 

5. Fasilitas Fiskal: 3 PP 

6. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres 

7. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP 

8. Lingkungan Hidup: 1 PP 

9. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres 

10. Kawasan Ekonomi: 2 PP 

11. Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres 
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Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga menyampaikan, bahwa hal mendasar yang 

diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan 

kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan 

maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.  

Selanjutnya, dalam presentasi yang disampaikannya, Wakil Ketua DPR RI Bidang 

Korpolkam memaparkan 51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai 

berikut: 

 

No Nama Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja 

1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah. 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan 

dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan 

serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang 

Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan 

untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan 

Daerah 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah 

Susun 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor. 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan 

Tanah Terlantar. 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang. 
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No Nama Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kehutanan. 

20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan 

Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Energi dan Sumber Daya Mineral.  

22 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Pertanian 

23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Kelautan dan Perikanan 

24 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perindustrian 

25 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perdagangan 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

27 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Pelayaran 

28 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Penerbangan 

29 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perkeretaapian 

30 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing 

31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja 

32 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

34 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan 

Biaya Perjalanan Ibadah Umroh 

35 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal 

36 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus. 

37 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 

38 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek 

Strategis Nasional. 
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No Nama Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja 

39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian 

Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah. 

40 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

41 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Informasi Geospasial. 

42 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan 

Penyiaran. 

43 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perumahsakitan. 

44 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas 

Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang 

Dimilikinya. 

46 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan 

Penyelenggaraan Perumahan. 

47 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman 

Modal. 

48 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara 

Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan 

Informasi Geospasial Dasar. 

49 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

50 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga 

Pengelola Investasi, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang 

Lembaga Pengelola Investasi. 

51 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola 

Investasi  

 

 Beberapa hal yang berkembang dalam pelaksanaan sosialisasi diantaranya 

sebagai berikut:  

⚫ Meminta agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah PP yang menjadi aturan 

turunan dari UU Cipta Kerja, sehingga implementasi terhadap UU ini dapat segera 

dijalankan.  

⚫ Meminta agar pemerintah segera mengimplementasika amanat UU Cipta Kerja 

secara konsekuen, agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. 

⚫ Meminta agar sosialisasi UU Cipta Kerja bisa lebih intensif dan mendalam di 

lakukan ke tengah masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi kesalapahaman terkait isu-

isu krusial tentang Cipta Kerja. 
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E. PENUTUP 

Undang-Undang  tentang Cipta Kerja akan menjadi salah satu solusi dalam 

meningkatkan ekonomi Indonesia, karena dengan undang-undang ini memberikan 

kemudahan di sektor investasi dalam meningkatkan pembangunan di tanah air. Selain 

itu, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi terobosan besar dalam melakukan 

transformasi ekonomi serta mendorong reformasi struktural di Indonesia, sehingga 

mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. 

 

Demikian Laporan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini kami 

sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  

  

 

 


